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ABSTRAK 

Penelitian Kepastian Hukum Kebijakan Publik Pemerintah Kabupaten Bima 

Dalam Kegiatan Pertanian Di Kabupaten Bima-NTB. Bertujuan untuk mengetahui 

dan mengkaji peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang 

mengatur sektor pertanian, kemudian kebijakan apa saja yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah kabupaten Bima dalam upaya melindungi dan memberikan 

kepastian hukum bagi petani di sektor pertanian. Penelitian ini merupakan 

penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber 

data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis 

hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah 

berusaha memberikan perlindungan maupun kepastian hukum bagi masyarakat di 

sektor pertanian dengan diundangkannya berbagai peraturan perundang-undangan 

maupunkebijakan-kebijakan yang mengatur sektor pertanian, khususnya yang 

terkait dengan masalah pupuk dan standarisasi harga penjualan hasil tani. Akan 

tetapi peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang ada masih ada celah yang 

bisa merugikan petani dengan tidak adanya standarisasi harga atau ketetapan harga 

bawang merah yang sering terjadi masalah setiap tahunnya di Kabupaten Bima, 

juga dalam penerapannya cenderung tidak sesuai dengan ketetapan atau kententuan 

peraturan-peraturan yang ada. Maka, pemerintah harus menerapkan atau 

melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan yang sudah ada, dan juga dalam 

penerapannya harus di awasi supaya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan 

yang sudah ada.  

 

ABSTRACT 

Research on Legal Certainty in Public Policy of the Bima Regency Government in 
Agricultural Activities in Bima Regency, NTB. Aims to find out and review the laws and 
regulations or policies that regulate the agricultural sector, then what policies are 
implemented by the regional government of Bima district in an effort to protect and 
provide legal certainty for farmers in the agricultural sector. This research is a normative 
research with a statutory regulation approach. The data source is in the form of secondary 
data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Methods of data 
collection using library research. Primary legal materials and secondary legal materials 
were analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to 
draw conclusions. The results of this study indicate that the Government and Regional 
Governments have tried to provide protection and legal certainty for people in the 
agricultural sector by enacting various laws and policies that regulate the agricultural 
sector, especially those related to the issue of fertilizers and the standardization of selling 
prices for agricultural products. However, the existing regulations or policies still have 
loopholes that can harm farmers in the absence of price standardization or price fixing for 
shallots which often have problems every year in Bima Regency, also in their application 
they tend not to be in accordance with the provisions or provisions of the regulations. 
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existing regulations. So, the government must apply or implement the provisions of the 
existing regulations, and also in its application must be monitored so as not to deviate 
from the provisions of the existing regulations. 


